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ABSTRACT

This study aims to analyze the philosophical foundation of justice as a legal
principle in judicial decisions in Indonesia. Using a normative juridical
research method, this paper examines the alignment between judicial
considerations and the philosophical conception of justice proposed by
thinkers such as Aristotle, John Rawls, and Gustav Radbruch. The analysis
is based on a literature review of laws, legal doctrines, and selected court
decisions that reflect the application of justice as a guiding principle in
judicial reasoning. The results show that the philosophical meaning of
justice has not been fully realized in every judicial decision, as some
Jjudgments still emphasize legal certainty over fairness and moral substance.
Therefore, strengthening the philosophical awareness of judges is essential
to harmonize justice, certainty, and expediency in Indonesia’s legal system.
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dari asas
keadilan sebagai prinsip hukum dalam putusan hakim di Indonesia. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini mengkaji
kesesuaian antara pertimbangan hakim dan konsep keadilan menurut

pemikiran filsuf seperti Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch.
Analisis dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta beberapa
putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan asas keadilan dalam pertimbangan hukum. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa makna filosofis keadilan belum sepenuhnya terimplementasi dalam setiap putusan hakim,
karena sebagian masih lebih menekankan pada kepastian hukum daripada substansi keadilan. Oleh karena itu,
penguatan kesadaran filosofis hakim menjadi penting untuk mewujudkan keseimbangan antara keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan dalam sistem hukum Indonesia.

INTRODUCTION

Keadilan merupakan salah satu nilai pokok dalam sistem hukum yang menjadi landasan
moral sekaligus sosial bagi pembentukan norma dan pertimbangan hakim. Dalam pemikiran
filsafat hukum, keadilan tidak hanya berarti penerapan aturan secara tepat, tetapi juga
mengandung makna bahwa setiap orang memperoleh haknya dan tidak mengalami perlakuan
yang merugikan secara tidak adil. Sebagai contoh, dalam tradisi Yunani klasik, pemikir seperti
Aristotle menegaskan bahwa “yang sama diperlakukan sama, yang tidak sama diperlakukan
berbeda sesuai dengan perbedaan mereka” sebagai salah satu unsur keadilan. Dalam konteks
peradilan, tugas seorang hakim adalah tidak hanya menerapkan hukum positif secara formal-
legal, tapi juga menimbang keadilan substantif agar putusan dapat diterima oleh masyarakat.
Dengan demikian, penelitian ini hendak mengeksplorasi bagaimana asas keadilan dalam
perspektif filsafat hukum terefleksi dalam putusan hakim di Indonesia.

Dalam kerangka filsafat hukum modern, pemikiran John Rawls dengan konsep “justice as
fairness” atau keadilan sebagai keterjangkauan bagi seluruh warga negara, menawarkan
paradigma yang relevan bagi sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada nilai keadilan
sosial. Rawls menekankan bahwa hak-hak dasar harus dijamin secara setara dan bahwa
ketidaksetaraan ekonomi hanya dapat dibenarkan bila memberi manfaat terbesar bagi mereka
yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, filsafat keadilan Rawls memberikan tolok ukur
yang luas terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang menyentuh keadilan
sosial dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pemikiran tersebut sebagai salah satu
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landasan teoritis untuk menelaah putusan hakim di Indonesia. Kerangka ini akan menghasilkan
analisis normatif terhadap implementasi asas keadilan dalam praktik peradilan.

Pemikiran Gustav Radbruch memperkaya wacana filsafat hukum dengan menegaskan
bahwa hukum positif tidaklah cukup jika hanya menjamin kepastian dan kemanfaatan tanpa
keadilan. Menurut Radbruch, ketika hukum positif menyimpang secara nyata dari rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat, maka dari sudut filsafat hukum semestinya tidak layak dipatuhi
atau kehilangan legitimasi. Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini penting karena
menjembatani norma formal dengan nilai hidup yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini
akan menguraikan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan mencerminkan
keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Harapannya, analisanya dapat
menunjukkan sejauh mana putusan-putusan hakim di Indonesia sudah memenubhi nilai keadilan
menurut pemikiran filsafat hukum.

Di Indonesia, asas keadilan secara normatif telah diamanatkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sebagai contoh, dalam Undang Undang
Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa hakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di
masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan kritik bahwa
sebagian putusan hakim lebih menekankan pada kepastian hukum dan formalitas prosedur
daripada pada keadilan substantif. Fenomena inilah yang mendorong perlunya analisis yuridis
normatif terhadap bagaimana asas keadilan dalam filsafat hukum diterapkan dalam putusan
hakim di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk menjembatani antara teori (filsafat keadilan
hukum) dan praktik (putusan hakim) tersebut.

Metode yang tepat untuk mengkaji hal ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang
berfokus pada analisis norma, doktrin, literatur serta pertimbangan hakim yang tertulis dalam
putusan. Dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini akan menelaah
norma hukum yang relevan, serta konsep-konsep filsafat hukum keadilan dari Aristotle, Rawls,
dan Radbruch sebagai kerangka teoritis. Selanjutnya, perhatian diarahkan pada bagaimana
hakim menerapkan atau mengabaikan nilai-nilai keadilan dalam putusannya melalui analisis teks
putusan yang dipilih. Studi ini tidak menggunakan wawancara atau kuesioner, sesuai dengan
karakteristik penelitian yuridis normatif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan
menggambarkan pola dan kecenderungan penerapan asas keadilan secara filosofis dalam
putusan hakim.

Hasil analisis diharapkan dapat mengungkap bahwa meskipun norma keadilan dan
filosofi keadilan telah menjadi bahan pertimbangan, pada kenyataannya terdapat gap antara
konsep dan implementasi dalam putusan hakim. Beberapa putusan mungkin telah
mencerminkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan hak asasi,
namun masih banyak pula putusan yang lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan
kemanfaatan dibanding keadilan. Gap tersebut dapat dilihat melalui studi literatur maupun
putusan-putusan yang mengedepankan legalitas formal tanpa memperhatikan dampak keadilan
bagi pihak yang lemah atau kelompok rentan. Sebagai contoh, penelitian tentang aset hasil
kejahatan di Indonesia menyoroti bahwa unsur keadilan masih sering subordinat terhadap
kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk memberikan rekomendasi agar
hakim dan pembentuk hukum lebih menyadari dimensi filosofis keadilan dalam proses peradilan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan
ilmu hukum, khususnya dalam ranah filsafat hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Dengan
mengkaji putusan hakim melalui lensa filsafat keadilan, penelitian ini mengisi kekosongan
literatur yang jarang menampilkan analisis filosofis dalam putusan hakim secara khusus.
Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi
peradilan untuk memperkuat integrasi nilai-nilai keadilan dalam sistem peradilan. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis
terhadap peningkatan kualitas putusan hakim. Penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa
implementasi asas keadilan bukan hanya kewajiban normatif tetapi juga tanggung jawab moral
hakim.
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Dengan batasan bahwa penelitian ini bersifat yuridis normatif dan fokus pada putusan
hakim di Indonesia, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain tidak
melakukan wawancara dengan hakim atau pihak lain serta tidak menggunakan data empiris
kuantitatif. Namun demikian, penelitian ini tetap dapat memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai bagaimana asas keadilan dimaknai dan diterapkan dalam putusan hakim
melalui analisis norma dan literatur filsafat hukum. Diharapkan pembaca memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya nilai keadilan dalam pertimbangan
hakim serta implikasi filsafat hukum terhadap praktik peradilan. Akhirnya, penelitian ini
diharapkan mendorong kajian lanjutan yang lebih empiris namun tetap mengacu pada kerangka
filosofis keadilan. Dengan demikian, makalah ini hadir sebagai kontribusi awal dalam
memperkuat kesadaran filosofi terhadap putusan hakim di Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan karena tiga rumusan masalah yang diangkat memiliki
keterkaitan langsung dengan realitas penegakan hukum di Indonesia yang masih sering
menimbulkan perdebatan tentang makna keadilan. Pemahaman terhadap konsep keadilan dalam
filsafat hukum perlu dikaji agar hakim dan pembuat hukum tidak terjebak pada formalisme yang
mengabaikan nilai moral dan kemanusiaan. Selain itu, analisis terhadap penerapan asas keadilan
dalam putusan hakim menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem peradilan telah
mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya legalitas formal. Sementara itu, kajian mengenai
peran filsafat hukum dalam membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab etis hakim juga
krusial guna memperkuat integritas serta dimensi moralitas dalam praktik kehakiman. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam pengembangan ilmu hukum,
tetapi juga bernilai praktis bagi pembaruan sistem peradilan di Indonesia agar lebih berkeadilan
dan manusiawi.

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif penelitian mengacu kepada norma-norma
serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan
perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi
hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.Pendekatan masalah dalam penelitian ini
adalah menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach) yaitu merupakan suatu pendekatan yang berkaitan dengan analisa yang memiliki
keterkaitan dengan peraturan hukum berupa undang-undang yang berkaitan dengan penelitian
. Pendekatan kasus (case approach) yaitu merupakan suatu pendekatan dengan melakukan
analisa kasus yang berkaita dengan penelitian hukum yang dilaksanakan berupa suatu putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi contoh nyata untuk bahan
penelitian hukum . Pendekatan konsepual (conceptual approach) yaitu merupakan suatu
pendekatan yang bersumber dari suatu ilmu pengetahuan dan menjadi suatu pemhaman yang
berkonsep untuk menjadi fokus penelitian dan pemecah masalah dalam penelitian.

Sumber data bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoritatif). Bahan hukum ini terdiri dari: peraturan perundang-undangan berupa undang-
undang, undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data bahan hukum
sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
terdiri dari: hasil penelitian, buku teks, ,dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
ini.Sumber data bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi
kepustakaan (library research), yaitu adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan
analisa dan kajian secara mendalam terhadap sumber data penelitian yang digunakan seperti
buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.Teknik
Analisa data dalam penelitian ini langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah
ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk
menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif yang kemudian akan terjadi suatu
analisa terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara content analysis yaitu menganalisa makna
yang terdapat dari dalam isi segala data yang telah didapatkan untuk penelitian ini . Teknik

Christopher Elia Julio, et., al/ Analisis Filsafat Hukum terhadap



Socius: Jurnal Penelitian IImu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P.168-177

penulisan dalam penelitian ini menggunakan data penulisan deskriptif, yaitu menjelaskan secara
rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

RESULT AND DISCUSSION

Keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi dasar dari seluruh sistem hukum di
dunia, termasuk Indonesia. Dalam filsafat hukum, keadilan tidak hanya berarti kesetaraan di
depan hukum, tetapi juga mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia dalam
masyarakat. Aristoteles memaknai keadilan sebagai tindakan memberikan kepada setiap orang
apa yang menjadi haknya sesuai proporsinya (suum cuique tribuere). Pandangan ini menegaskan
bahwa hukum harus melayani keadilan, bukan sekadar menegakkan aturan formal. Keadilan
merupakan esensi moral yang harus hidup dalam setiap norma hukum agar hukum tidak
kehilangan nilai kemanusiaannya

John Rawls menempatkan keadilan sebagai bentuk fairness yang menjamin setiap
individu memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama. [a merumuskan dua prinsip
keadilan, yakni prinsip kebebasan dasar yang sama bagi semua dan prinsip perbedaan yang
menguntungkan bagi mereka yang paling lemah . Pemikiran ini relevan dengan sistem hukum
Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.
Teori Rawls dapat menjadi acuan bagi hakim untuk mempertimbangkan dimensi moral dalam
menafsirkan hukum positif. Penerapan asas keadilan di Indonesia seharusnya memperhatikan
prinsip keadilan distributif yang melindungi kelompok rentan.

Gustav Radbruch mengembangkan teori tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan. Dalam Radbruch Formula, ia menegaskan bahwa ketika hukum positif secara
ekstrem bertentangan dengan keadilan, maka hukum positif tersebut kehilangan legitimasi
moralnya. Pandangan ini relevan di Indonesia yang kerap menghadapi dilema antara
menegakkan hukum secara formal dengan menegakkan keadilan substantif. Pemikiran Radbruch
penting untuk membatasi kekuasaan hukum yang kaku agar tetap berpihak pada rasa keadilan
masyarakat. Oleh karena itu, asas keadilan tidak boleh direduksi menjadi sekadar legalitas,
melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam
masyarakat.

Perdebatan antara positivisme hukum dan hukum alam juga menjadi bagian penting
dalam memahami asas keadilan. Hans Kelsen dengan teori positivisme murninya berpendapat
bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas, sedangkan Lon L. Fuller menekankan bahwa
hukum tidak akan memiliki legitimasi tanpa nilai moral yang terkandung di dalamnya . Dalam
konteks ini, kepastian hukum dan keadilan menjadi dua hal yang harus dijaga keseimbangannya.
Paradigma positivistik sering kali menyebabkan hukum kehilangan sensitivitas sosial karena
terlalu kaku dalam menafsirkan norma. Maka, keadilan dalam filsafat hukum tidak hanya
dimaknai secara formal, tetapi juga harus memiliki landasan etis dan moral.

Dalam konteks nasional, Pancasila menempati posisi sentral sebagai dasar filsafat hukum
Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial. Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia” mengandung makna bahwa keadilan harus diwujudkan dalam seluruh aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara. Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya
sumber hukum formal, melainkan juga sumber nilai etis bagi setiap putusan hukum. Hakim
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menjadikan nilai keadilan Pancasila sebagai
pedoman moral dalam setiap pertimbangan hukumnya Dengan demikian, keadilan yang digali
dari Pancasila mencerminkan sintesis antara keadilan moral, sosial, dan hukum positif.

Secara normatif, asas keadilan telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di
masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan putusan yang menonjolkan aspek
kepastian hukum daripada keadilan substantif. Terdapat banyak putusan masih bersifat
formalistik karena hakim terikat oleh prosedur dan bukti tertulis. Kondisi ini menunjukkan
perlunya reinterpretasi terhadap peran hakim agar lebih responsif terhadap nilai keadilan yang
hidup di masyarakat.
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Salah satu contoh konkret penerapan asas keadilan substantif dapat ditemukan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin. Dalam
putusan tersebut, MK menafsirkan ulang ketentuan hukum agar lebih sesuai dengan nilai
kemanusiaan dan keadilan sosial. Putusan ini merupakan langkah progresif karena
menempatkan keadilan substantif di atas legalitas formal. Kasus ini menunjukkan bahwa hakim
memiliki ruang moral untuk menafsirkan hukum secara lebih manusiawi. Oleh karena itu, filsafat
hukum menjadi dasar yang penting bagi hakim untuk menemukan keadilan di balik teks hukum.

Tidak semua putusan hakim mencerminkan keadilan substantif sebagaimana diharapkan.
Banyak putusan yang masih menimbulkan polemik publik karena dianggap tidak berpihak
kepada masyarakat kecil atau korban ketidakadilan. Beberapa hakim masih menafsirkan hukum
secara kaku tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa
budaya hukum formalistik masih kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Untuk itu, pemahaman
hakim terhadap filsafat hukum perlu ditingkatkan agar mereka mampu menyeimbangkan antara
kepastian hukum dan keadilan sosial.

Ronald Dworkin memperkenalkan konsep “Judge Hercules” sebagai simbol hakim ideal
yang mampu menafsirkan hukum dengan integritas moral dan rasionalitas tinggi. Hakim bukan
hanya pelaksana undang-undang, tetapi juga penemu hukum yang menafsirkan nilai keadilan di
setiap perkara . Mahfud MD menegaskan bahwa hakim di Indonesia perlu meneladani pandangan
ini agar tidak terjebak pada mekanisme hukum yang sempit. Tanggung jawab moral seorang
hakim menjadi aspek sentral dalam mewujudkan keadilan yang hidup. Hakim yang berintegritas
dan berfilsafat akan mampu menafsirkan hukum secara bijak tanpa kehilangan rasa keadilan
publik.

Penguatan pemahaman filsafat hukum dalam pendidikan dan pembinaan hakim
merupakan langkah penting untuk memperbaiki kualitas putusan. Hukum progresif harus
berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar pada teks undang-undang.
Integrasi nilai-nilai filsafat hukum ke dalam kurikulum pendidikan hakim sangat penting untuk
membangun kepekaan moral dan sosial. Dengan memahami makna keadilan secara filosofis,
hakim akan lebih siap menafsirkan hukum sesuai nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh
karena itu, pendidikan hukum harus diarahkan untuk melahirkan hakim yang tidak hanya cerdas
secara yuridis, tetapi juga arif secara moral dan filosofis.

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum sering kali dipahami sebagai dua kutub
yang berseberangan, padahal keduanya saling melengkapi. Keadilan tanpa kepastian hukum akan
menimbulkan kekacauan, sementara kepastian tanpa keadilan akan menciptakan
ketidakmanusiawian. Dalam pandangan Radbruch, keseimbangan antara keduanya hanya dapat
dicapai jika hukum dijalankan berdasarkan hati nurani moral pembuat dan pelaksananya. Hakim
memiliki kewenangan moral untuk menafsirkan hukum secara fleksibel tanpa mengabaikan
kepastian hukum yang telah ditetapkan. Keadilan dan kepastian hukum bukanlah pilihan biner,
melainkan harmoni nilai yang harus diintegrasikan dalam setiap putusan.

Penafsiran hukum atau hermeneutika hukum menjadi alat penting bagi hakim untuk
menemukan keadilan yang hidup di masyarakat. Pendekatan hermeneutik ini memungkinkan
hakim untuk memahami makna hukum secara kontekstual, bukan sekadar tekstual. Interpretasi
hukum selalu melibatkan nilai moral dan sejarah sosial dari aturan hukum itu sendiri.
Hermeneutika hukum membantu hakim mengaitkan teks hukum dengan rasa keadilan
masyarakat yang dinamis . Penerapan asas keadilan tidak hanya bergantung pada pasal tertulis,
tetapi juga pada kemampuan hakim menafsirkan nilai-nilai kemanusiaan di baliknya.

Positivisme hukum sering dikritik karena cenderung menempatkan hukum sebagai
instrumen kekuasaan yang steril dari nilai moral. Dalam praktiknya, pendekatan ini
menyebabkan banyak putusan yang sah secara prosedural, tetapi gagal mencerminkan rasa
keadilan publik. Kondisi tersebut sebagai “moralitas hukum internal” yang hilang karena penegak
hukum hanya mengejar kepastian, bukan kebenaran moral. Paradigma positivistik di peradilan
Indonesia perlu direvisi agar lebih akomodatif terhadap nilai-nilai sosial dan etika keadilan .
Filsafat hukum menjadi korektor penting bagi praktik hukum yang kaku dan formalistik.

Keadilan sejati tidak dapat dilepaskan dari nilai humanisme yang menempatkan manusia
sebagai pusat tujuan hukum. Perkembangan pada konsep hukum progresif yang berpihak kepada
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manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar teks undang-undang. Dalam konteks peradilan,
hakim sebagai pelaku utama penegak hukum harus mengedepankan empati dan nilai
kemanusiaan dalam setiap putusannya. Pendekatan humanistik mampu mengembalikan wajah
hukum yang lebih beradab dan berkeadilan di tengah krisis kepercayaan publik . Keadilan dalam
filsafat hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai
kemanusiaan.

Penerapan asas keadilan tidak akan maksimal jika tidak diiringi dengan pembentukan
hukum yang berlandaskan filsafat hukum yang kuat. Pembentuk undang-undang harus
memastikan bahwa setiap norma hukum mengandung nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana
diajarkan dalam Pancasila dan teori keadilan universal. Kelemahan sebagian produk hukum di
Indonesia adalah minimnya refleksi filosofis dalam proses legislasi, sehingga sering
menimbulkan ketimpangan sosial. Integrasi nilai-nilai filsafat hukum akan membantu
menjembatani jarak antara hukum normatif dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Asas
keadilan tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi juga menjadi semangat utama dalam
pembentukan hukum nasional.

Dalam filsafat hukum modern, hakim tidak hanya dipandang sebagai pelaksana undang-
undang, tetapi juga sebagai subjek moral yang harus menafsirkan hukum dengan hati nurani.
Keputusan hakim mencerminkan nilai moral dan keadilan sosial yang hidup di masyarakat,
bukan sekadar logika hukum formal. Hakim ideal digambarkan sebagai “Judge Hercules” yang
menggunakan prinsip moral untuk menemukan hukum yang paling adil. Pemikiran ini relevan
dengan sistem hukum Indonesia yang menempatkan hakim sebagai “wakil Tuhan” dalam
menegakkan keadilan. Kesadaran moral hakim merupakan hasil internalisasi nilai-nilai filsafat
hukum dalam praktik kehakiman.

Filsafat hukum berperan penting dalam membentuk etika profesi hakim agar tidak hanya
memutus berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif.
Dalam konteks etika yudisial, nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keberanian moral merupakan
cerminan dari pemikiran hukum alam dan moralitas hukum internal. Hakim yang memiliki
pemahaman filsafat hukum lebih mampu menolak tekanan eksternal dan mempertahankan
objektivitas dalam putusannya. Etika hukum yang bersumber dari filsafat menuntut hakim
bertindak berdasarkan hati nurani profesional, bukan kepentingan kekuasaan. Filsafat hukum
menjadi sumber moralitas yudisial yang menjaga kemurnian profesi hakim.

Proses pendidikan hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam menanamkan
nilai-nilai filsafat hukum bagi calon hakim. Kurikulum hukum yang hanya berorientasi pada
peraturan positif sering kali membuat lulusan kurang peka terhadap dimensi keadilan sosial.
Integrasi filsafat hukum dalam pelatihan hakim dapat meningkatkan kemampuan reflektif dan
empatik terhadap kondisi masyarakat. Pembelajaran filsafat hukum mendorong hakim
memahami bahwa setiap putusan memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual. Karena itu,
pendidikan hukum harus menyeimbangkan antara rasionalitas yuridis dan kesadaran etik agar
lahir hakim yang berkeadilan.

Hakim memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan setiap putusan sebagai sarana
mencapai kebenaran substantif. Pandangan ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto
Rahardjo yang menempatkan manusia sebagai pusat dari tujuan hukum. Dalam praktik, tanggung
jawab moral ini diwujudkan melalui kemampuan hakim menafsirkan hukum dengan
memperhatikan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan sosial. Hakim yang menafsirkan hukum
secara kontekstual cenderung menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai
keadilan. Dengan demikian, kesadaran moral bukan sekadar atribut pribadi, melainkan syarat
esensial dalam menjaga martabat peradilan.

Pada era digital dan globalisasi hukum, kompleksitas perkara menuntut hakim memiliki
pandangan filosofis yang mendalam terhadap keadilan. Filsafat hukum modern membantu hakim
memahami hukum bukan hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai instrumen kemanusiaan
yang adaptif terhadap perubahan sosial. Pembaruan sistem peradilan harus melibatkan
penguatan basis filosofis agar hakim mampu menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian,
dan kemanfaatan. Integrasi filsafat hukum ke dalam struktur kelembagaan peradilan akan
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melahirkan putusan yang lebih reflektif dan bermakna sosial. Karena itu, reformasi hukum di
Indonesia harus berawal dari reformasi kesadaran filosofis para hakimnya.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis, asas keadilan dalam perspektif filsafat hukum merupakan nilai
dasar yang menghubungkan antara hukum dan moralitas manusia. Keadilan dalam pandangan
Aristoteles bersifat proporsional, sedangkan dalam pemikiran John Rawls berorientasi pada
fairness yang menyeimbangkan kebebasan dan kesetaraan sosial. Gustav Radbruch kemudian
menegaskan bahwa keadilan harus menjadi tujuan tertinggi hukum ketika bertentangan dengan
kepastian formal, sehingga hukum yang tidak adil kehilangan legitimasi moralnya. Pemikiran
para filsuf ini menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak mungkin dilepaskan dari konteks moral,
kemanusiaan, dan rasa sosial masyarakat. Dengan demikian, dalam tataran filosofis, hukum yang
ideal bukanlah hukum yang kaku, tetapi hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai-
nilai keadilan universal yang hidup di tengah masyarakat.

Penerapan asas keadilan dalam putusan hakim di Indonesia masih menghadapi dilema
antara menegakkan kepastian hukum dan memenuhi keadilan substantif. Secara normatif, Pasal
5ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 telah mewajibkan hakim untuk menggali nilai keadilan yang
hidup dalam masyarakat, namun dalam praktiknya, banyak putusan yang masih terjebak pada
formalisme prosedural. Beberapa putusan progresif, seperti Putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010, memperlihatkan bahwa hakim dapat menjadi pelopor perubahan dengan menafsirkan
hukum secara kontekstual dan manusiawi. Kondisi ini membuktikan bahwa hakim bukan hanya
corong undang-undang, melainkan juga pelaku moral yang bertugas menegakkan keadilan sosial
dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan asas keadilan dalam sistem peradilan nasional
memerlukan keberanian moral hakim untuk menafsirkan hukum secara reflektif sesuai nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Filsafat hukum memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran moral dan tanggung
jawab etis hakim agar mampu menegakkan keadilan secara substansial. Melalui pemahaman
terhadap teori-teori keadilan dan moralitas hukum, hakim dapat menginternalisasi nilai-nilai
kemanusiaan dalam setiap proses penemuan hukum. Filsafat hukum tidak hanya membimbing
hakim untuk berpikir logis, tetapi juga mengasah kepekaan moral agar putusannya selaras
dengan nilai etika, sosial, dan spiritual. Kesadaran ini menjadi fondasi utama bagi hakim untuk
tidak sekadar menegakkan hukum tertulis, tetapi juga menegakkan kebenaran moral yang lebih
tinggi. Dengan demikian, penguatan filsafat hukum dalam pendidikan dan pembinaan hakim
merupakan langkah strategis menuju reformasi peradilan yang berkeadilan, bermoral, dan
berorientasi pada kemanusiaan.

RECOMMENDATION

Diperlukan penguatan pemahaman filsafat hukum di kalangan hakim agar mereka tidak
hanya mengandalkan logika hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan
keadilan substantif dalam setiap putusan. Lembaga peradilan harus menanamkan nilai-nilai etika
dan tanggung jawab moral sebagai bagian integral dari profesi hakim. Melalui pelatihan
berkelanjutan dan forum refleksi yudisial, hakim diharapkan mampu menafsirkan hukum dengan
perspektif yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Kesadaran filosofis
ini akan memperkaya kemampuan hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum,
kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana diajarkan oleh Radbruch. Dengan demikian, putusan
hakim tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menggambarkan keadilan yang
hidup di tengah masyarakat.

Pendidikan hukum di Indonesia perlu direformasi dengan memasukkan filsafat hukum
sebagai mata kuliah inti yang menekankan pembentukan karakter dan kesadaran moral calon
penegak hukum. Kurikulum yang terlalu berorientasi pada hafalan undang-undang harus diubah
menjadi kurikulum yang mendorong kemampuan reflektif, argumentatif, dan empatik terhadap
keadilan. Dengan demikian, lulusan fakultas hukum tidak hanya menguasai norma, tetapi juga
memahami nilai-nilai keadilan yang menjadi jiwa dari setiap hukum positif. Universitas dan
lembaga pendidikan tinggi hukum harus bekerja sama dengan Mahkamah Agung serta Komisi
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Yudisial untuk mengembangkan pelatihan berbasis etika dan moralitas hukum. Reformasi
pendidikan hukum yang berlandaskan filsafat hukum akan melahirkan hakim dan sarjana hukum
yang berintegritas serta berpikir kritis terhadap realitas ketidakadilan sosial.

Pemerintah dan lembaga yudisial perlu memperkuat kebijakan hukum nasional dengan
mengintegrasikan nilai-nilai filsafat hukum, khususnya keadilan sosial dan moralitas publik, ke
dalam setiap produk peraturan perundang-undangan. Setiap pembentukan dan penegakan
hukum harus mengacu pada semangat Pancasila sebagai sumber nilai dan orientasi keadilan yang
berakar pada budaya bangsa. Selain itu, mekanisme evaluasi terhadap putusan-putusan yang
dianggap tidak adil perlu diperkuat agar sistem peradilan lebih transparan dan akuntabel.
Dengan menjadikan keadilan substantif sebagai parameter utama keberhasilan hukum, maka
sistem hukum Indonesia akan lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu,
pembaruan sistem peradilan yang berbasis pada nilai-nilai filsafat hukum menjadi langkah
strategis menuju terwujudnya negara hukum yang berkeadilan dan bermartabat.
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